ABSTRAK

Desain Industri adalah salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Dasar
hukum dari Desain Industri adalah Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri. Undang-Undang Desain Industri diundangkan sebagai upaya untuk memberikan
perlindungan serta kepastian hukum. Meskipun sudah ada dasar hukum yang mengatur terkait
Desain Industri, faktanya masih terjadi dan ditemukan pelanggaran atas Desain Industri.
Pelanggaran Desain Industri khususnya terjadi di bidang otomotif. Terdapat kemiripan antara
Desain Industri yang satu dengan Desain Industri yang lain. Kemiripan Desain Industri yang
terjadi meliputi desain luar, konfigurasi bentuk, dan komposisi. Dorongan masih terjadinya
pelanggaran Desain Industri adalah keinginan pasar yang menginginkan produk atau barang
yang berkualitas baik, fitur yang lengkap, desain atau bentuk yang bagus, tanpa harus
mengeluarkan biaya yang mahal. Dengan begitu, munculah fenomena dupe products atau
produk duplikasi yang bentuknya terinspirasi atau mirip dengan produk yang sudah ada
sebelumnya. Dupe product ini adalah produk yang memiliki bentuk, konfigurasi, dan
komposisi yang mirip dengan produk inspirasinya. Salah satu contoh dari kesamaan ini adalah
Desain Industri U-WINFLY T3 PRO dengan Desain Industri Vespa LX. Fenomena tersebut
menimbulkan adanya kesamaan antara Desain Industri satu dengan yang lain. Sehingga
bagaimana kemudian akibat hukum dari kesamaan desain dari U-WINFLY T3 PRO dengan
Vespa LX dan bagaimana implementasi dari peraturan Desain Industri baik di Indonesia dan
negara lain. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah
menggunakan metode yuridis normatif dan juga didasarkan dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal terkait. Berdasarkan teori dari sumber jurnal dan
melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan Desain Industri, kesamaan desain
industri U-WINFLY T3 PRO terhadap Desain Industri Vespa LX merupakan pelanggaran
desain industri. Hal tersebut karena Desain Industri dari U-WINFLY T3 PRO tidak memenuhi
unsur kebaruan atau novelty. Sedangkan kebaruan adalah syarat untuk suatu Desain Industri
dapat menerima perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Sementara
itu, masih terjadinya pelanggaran Desain Industri atau kesamaan Desain Industri adalah adanya
ketidaklengkapan dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Pada Pasal
tersebut tidak dijelaskan lebih mendalam apa yang dikategorikan dan dianggap suatu Desain
Industri itu “baru”. Pasal tersebut hanya menjelaskan desain industri yang baru adalah apabila
tanggal penerimaannya berbeda dari penerimaan sebelumnya. Berbeda dengan bunyi pasal 25
TRIPS AGREEMENT yang berbunyi desain industri yang baru atau yang mendapat
perlindungan hukum harus memiliki orisinalitas dan perbedaan yang signifikan. Undang-
Undang Desain Industri harus menentukan batasan-batasan yang jelas dan toleransi sejauh
mana suatu desain industri dibolehkan memiliki kesamaan dengan desain industri lain yang
sudah terdaftar. Selanjutnya implementasi dari desain industri di Indonesia harus dilakukan
perubahan dalam hal saat pendaftaran suatu Desain Industri. Indonesia harunya menerapkan
pemeriksaan substantif terhadap semua Desain Industri yang didaftarkan. Selama ini,
pemeriksaan substantif hanya dilakukan ketika ada keberatan yang diajukan terhadap suatu
Desain Industri. Indonesia dapat mencontoh Negara Jepang dalam menerapkan pemeriksaan
substantif terhadap setiap Desain Industri yang didaftarkan. Hal tersebut juga guna
meminimalisir kesamaan dari satu Desain Industri dengan Desain Industri yang lain.
Kesimpulannya harus adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Desain Industri di



Indonesia dan dilakukan perubahan cara pendaftaran Desain industri di Indonesia dengan
selalu melakukannya dengan pemeriksaan susbstantif.

Kata kunci: desain industri, pelanggaran hak atas desian industri, akibat

hukum.



